Menimbang

Mengingat

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONES A

NOMOR : 16/M-DAG/PER/3/2010

TENTANG

PENETAPAN ALOKAS ENISDAN JUMLAH MINUMAN BERALKOHOL
YANG PENJUALANNY A DIKENAKAN PAJAK (DUTY PAID)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESA,

a.

b.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/
PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran,
Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian
Minuman Beralkohol, perlu menetapkan alokasi jenis
dan jumlah minuman beralkohol yang penjualannya
dikenakan pajak (duty paid) untuk memenuhi
kebutuhan nasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan;

Bednifsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad
1938 Nomor 86);

Undang-Undang Darurat, Nomor 7 Tahun 1955 tentang
Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana
Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2966);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-
barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindudtrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa
Nomor 3274);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik 1ndonesia Tahun 1992 Nomor 100,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 3495);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesthan Agreement  Edablishing The World Trade
Organization (Persgtujuan Organisas Perdagangan  Dunia)
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1994 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nornor
3564);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 75, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3612) sebagaimana telah diubeh dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesaNomor 4661);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tertang Cukal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 3613)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesaNomor 4755);

Undang-Undang Nonor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan

Lembaran Negara Republik IndonesaNomor 3656);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Prektek Monopoli dan Persaingan Ussha Tidek Seha
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor - 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesaNomor 3817);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lemberan Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaan Negara
Republik IndonesaNomor 3820);
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesaNomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyduran
Parussheenparusaheen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nonor 1114) sshegaimana tdah diubehden
ditambeh terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Teahun 1957 (Lembaran Negara Repuidik Indonesia Tehun 1957 Nonor
150, Tambehen Lembaran NegaraRepublik | ndonesia Nomor 1467);

Peraduan Penginteh Nomor 11 Tawun 1962 tetag
Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 2473)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2004 (Lennbaran Negara Republik Indonesa Tahun
2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4402);

Keputusan Presden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan
Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdegangan Ddam
Bidang Perdegangan Luar Negei;

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawesan
den Fagaddian Minumen Badkohol;

Parauran Presden Nomor 10 Tahun 2005 tertang Unit Organised
dan Tugaes Esdon | Kementerian Negara Republik Indonesia
sehegaimana tdah bebergpa kai diubeh terakhir dengan Paraturan
Presden Nomor 50 Tahun 2008;

Peraturan Presden Nomor 47 Tawun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisas Kementerian Negarg;

Keputussn Pesden Nomor 84/P Taun 2009 tetag
Pembentukan Kabinet IndonesaBersatull;

Keputusan Menteri Peindudrian dan Perdagangan  Nomor
ZMPPKe 71997 tetang Baag Yayg Didur Tata Niaga
Impornya sebagaimana telah diubah bebergpa kai terakhir
dengan Keputusan Menteri Paindudrian dan  Peardagangan
Nomor 406/MPP/Ken/6/2004;
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Medgkan

21. Peraturan Meatai Padagangen  Nomor  01/M-DAG/PER

22.

/3/2005 tentang Organisss Dan Taa Keaja Depatemen
Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Mentai Perdagangan Nomor  24/M-
DAG/PER/6/2009;

Peraturan Meteri Pedegangan - Nomor  43/M-DAG/PER

/9/2009 tatagPengadaan, Pegedaran, Panjudan, Pengawasan,
dan Pengenddian Minumen Berdkohol;

23. Peraturan MateaiPadagagan Nomor  45/M-DAG/PER

/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API);

24. Peraturan MateiPadagangen Nomor  54/M-DAG/PER

/1072009 tentang Ketentuan Umum di Bidang | mpor;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PENETAPAN ALOKAS ENIS DAN JUMLAH MINUMAN
BERALKOHOL YANG PENJUALANNYA DIKENAKAN
PAJAK (DUTY PAID).

Pasal 1

Ddam Parauran Mentei ini yang dimeksud dengan:

1.

Minumen  Beadkohol aHah minuman  yang
mengandung ethanol yang diprosesdari behan hesll patanianyang
mengandung karbohidrat dengan cara fermentad dan dedtiles dau
fermentad tanpa dedtilad, balk dengen cara membarikan perlekuen
terldoih dehulu aautidek, menambsehken behen lain atautidek meupun
yang diproses dengan cara mencampur konsentra dengan
ethanol aau dengan cara pengenceran minuman
mengandung ethanol yang berasal dari fernnentas.

Impartir Terddftar Minumen Berdkohol, yang sdanjuinyadisngkat I T-
MB addah pausseen yang mendgpetkan pendgpen  untuk
melakukan kegigtan impor minumen beralkohol.
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Pasal 2

Alokas jenis dan jumlah Minuman Beralkohol yang
penudannya dikengkan pgak (duty paid) sscara nesond
dlitetgokan dengan mempartimbangkan
a. redisad impor 3 (tiga) tahun terakhir untuk kebutuhen duty
paid;
jumlah perrnohonan dari sluruh IT-MB;
perkiraan jumlah kunjungan wisatawan asing dan
kebutuhan hotel, pub, bar, dan restoran anggota
Persstuan Hotd dan RestoranIndonesa

Pasal 3

Alokas jenis dan jumlah Minuman Beralkohol untuk
memenuhi  kebutuhan Minuman Beralkohol yang
penudannya dikengkan pgak (duty paid) sscara nesond
ditetgokan sebesar 393.000 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu)
karton atau sgtara dengan 3537.000 (tiga juta lima ratus tiga puluh
tujuhribu) liter.

Pasal 4
Alokasi jenis dan jumiah minumen beralkohol sebeggimena

dimaksud dalam Pasal 3 berlaku terhitung sgjak tanggal 1
April 2010 sampai dengan 31 Maret 2011

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku padatanggd 1 April 2010.


http://www.djpp.depkumham.go.id

Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan

pegundangan Parauran Metei inl dengen paenempetamya ddam
BeritaNegara Republik Indonesa

Ditetgokan di Jkarta
padatangga 29 Maret 2010

MENTERI PERDAGANGAN
REPULK INDONESIA,,

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 17 Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 617
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